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KATA PENGANTAR 
 ِﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﷲا ِﻢْﺴِﺑ 
 ُﻪﱠﻠﻟا ﱠﻻِإ َﻪَﻟإ َﻻ ْنَأ ُﺪَﻬْﺷَأ .َﻦْﻴِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِﻪﱠِﻠﻟ ُﺪْﻤَﺤَْﻟا  اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ﱠنَأ ُﺪَﻬْﺷَأَو ُﻪَﻟ َﻚِْﻳﺮَﺷ َﻻ ُﻩَﺪْﺣَو
 ﱠﻢُﻬﱠﻠَﻟا .ُﻪَﻟْﻮُﺳَرَو ُﻩُﺪْﺒَﻋ ِﻪِﺒْﺤَﺻَو ِﻪَِﻟا ﻰَﻠَﻋ َو ﺪﱠﻤَﺤُﻣ َﻦْﻳِﺪﱢﻴَﺳ ﻰَﻠَﻋ ْكِرَﺎﺑَو ِﻢﱢﻠَﺳَو ﻰﱢﻠَﺻ
 ُﺪْﻌَـﺑ ﺎﱠﻣَا .َﻦْﻴِﻌَﻤْﺟَا 
Segala kemuliaan dan pujian, kekuatan dan kekuasaan, hidayah dan taufik 
adalah milik Allah swt. Tiada kemuliaan yang diberikan oleh Allah swt. Sesudah 
keimanan melainkan pemahaman dan iktikad baik dalam melaksanakan perintah 
Allah swt., maupun menjauhi larangan Allah swt. Sungguh suatu keberuntungan bagi 
orang yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan berbagai aktifitas bermanfaat yang 
diiringi ketaatan dan permohonan kepada Allah swt. Ya Allah berikanlah 
kebahagiaan dan keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bekerja 
mencari ridha-Mu dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diujikan kepadanya. 
Salam dan shalawat senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Muhammad 
saw., keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan 
Islam. 
Kehadiran skripsi yang sangat sederhana ini merupakan hasil dari kerja 
panjang dan usaha maksimal yang dilakukan penulis dan didukung oleh berbagai 
pihak. Dengan penuh keterbatasan, penulis berusaha mengungkap hakikat utang 
suami isteri perspektif Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Sebagai wujud simpati, penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam 
dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu. 
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ABSTRAK 
Nama : Muh. Wahid 
Nim : 10100111033 
Judul : Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Isteri (Studi Kasus 
Putusan Nomor 608/Pdt.G/2014/PA.Sgm) 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban mantan 
suami terhadap utang isteri? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi beberapa 
submasalah atau pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimanakah ketentuan hukum Islam 
mengenai utang suami isteri?, dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim 
dalam penyelesaian sengketa tanggungjawab mantan suami terhadap utang isteri? 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti 
berdasarkan pada aturan Undang-undang. Selanjutnya berdasarkan data yang 
ada penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat 
khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum. 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, bahwa 
pertanggungjawaban utang sesuai dengan aturan dalam Kompilasi hukum Islam 
yaitu, utang yang dibuat semasa perkawinan meskipun dibuat untuk kepentingan 
pribadi tetap dibebankan kepada suami. Sementara Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), dijelaskan bahwa pertanggungjawaban utang untuk kepentingan 
keluarga dibebankan kepada harta bersama. Hakim menetapkan harta bersama 
yang sudah dijual dibagi dua lagi sementara uang hasil jual tersebut sudah 
dipakai untuk membayarkan ganti rugi pada saat suami kecelakaan. Sehingga 
hakim memutus utang yang dibuat untuk kepentingan pribadi tetap 
tanggungjawab suami. 
Implikasi dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban utang bersama yang 
dibuat untuk kepentingan pribadi yang dibuat pada saat masih status suami isteri 
harus ditanggung bersama juga, namun pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam 
tersebut hanyalah sebagai dasar secara umum. Pertanggungjawaban utang yang 
dibuat untuk kepentingan keluarga seringkali dibenturkan dalam kasus-kasus tertentu, 
dengan melihat kenyataan bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa 
ini dimana sang isteri berutang untuk kepentingan pribadi bersama orang lain. 
Mengenai hal tersebut dimungkinkan untuk pertanggungjawaban utang dengan porsi 
yang berbeda berdasarkan posisi kasusnya. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Manusia adalah makhluk sosial yang hakekatnya selalu berusaha untuk 
berinteraksi atau menjalin hubungan dengan sesamanya. Hubungan ini pada 
akhimya akan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari manusia itu 
sendiri baik dari jumlah yang paling kecil yaitu keluarga maupun suatu 
komunitas besar sebagai masyarakat dalam sebuah negara.1 Sebuah keluarga 
terbentuk dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan 
merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan. 
Perbedaan itu dapat dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir 
(mental), pendidikan dan lain sebagainya. Perkawinan memerlukan kematangan 
dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan 
dapat menentukan jalan hidup seseorang. 
Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama yang diatur dalam aturan 
hukum (syari’at). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
pasal 1 menguraikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan 
                                                             
1 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2004), h. 61. 
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Ketuhanan Yang Maha Esa,2 berarti terciptanya hubungan antara suami dengan 
isteri dengan baik, yang dilandasi prinsip-prinsip pergaulan yang ma’ruf (baik), 
sakinah (tenang dan tenteram), mawaddah dan rahmah (kasih sayang).  
Sebagaimana fiman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum/30:21: 
ô Ï`Bur ÿ¾ ÏmÏG» t# uä ÷br& t, n= y{ /ä3s9 ô Ï`iB öN ä3Å¡ àÿRr& %[`ºurør& (#þq ãZ ä3ó¡tFÏj9 $yg øs9Î) 
@ yèy_ur N à6uZ÷ t/ Zo¨uq ¨B ºpyJômuur 4 ¨bÎ)  Îû y7Ï9º s ;M» tUy 5Q öqs) Ïj9 
tbrã ©3xÿ tGt ÇËÊÈ     
Terjemahnya: 
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir”.3 
 
Definisi perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan 
                                                             
2 UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2. 
3 Departemen Agama, Al-Qur’an Terjemahan, h. 406. 
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ghalizhan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan 
ibadah.4 
Adapun dilihat dari segi agama, khususnya Islam, pernikahan memiliki 
kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral. Berlainan dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Undang-Undang 
memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dalam pandangan 
agama Islam, pernikahan tidak hanya persolan perbuatan hukum dan memiliki 
penghargaan sosial di mata masyarakat. Akan tetapi, lebih dari itu pernikahan 
juga memiliki nilai-nilai ibadah. Itulah sebabnya mengapa terkadang banyak 
orang mengalami kesulitan untuk membedakan pernikahan dari sudut pandang 
agama dan hukum Islam. Sebab dalam Islam hukum itu hanya merupakan salah 
satu aspek atau salah satu komponen (elemen) saja dari system ajaran Dinul 
Islam secara keseluruhan. Berlainan dengan paham penganut agama lain yang 
memandang hukum sebagai sesuatu yang ada di luar agama. 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 
diuraikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Yang dimaksud dengan 
masing-masing hukum agamanya dan kepercayaanya itu termasuk ketentuan 
Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya 
                                                             
4Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 
h. 114. 
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itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-
Undang ini. 
Telah ditegaskan bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang sangat 
signifikan, baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandang 
hukum. Atas dasar ini sangat mudah dipahami jika agama Islam ajaran 
hukumnya mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistemik dan abadi. 
Karena sebelum melangsungkan akad nikah, sepasang calon pengantin 
diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang dinamakan dengan serangkaian 
pendahuluan nikah (muqaddimah nikah atau muqaddimah az-zawaj). Adapun 
sistemik dan abadi mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
pernikahan bersifat kumulatif antara yang satu dengan yang lain. Dan semua 
langkah-langkah itu disyariatkan, tampak mengacu kepada tujuan utama dan 
pertama syariat pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan keluarga bahagia yang 
abadi. 
Suatu perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara 
seorang laki-laki (sebagai suami) dan seorang perempuan (sebagai isteri). Akibat 
selanjutnya adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami isteri secara 
seimbang. Suami sebagai kepala keluarga  sedangkan isteri sebagai ibu rumah 
tangga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi 
bantuan lahir batin. Suami harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur 
urusan rumah tangga atau sesuai dengan kesepakatan bersama. 
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Namun dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga tersebut 
selalu tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga suami dan isteri tidak lagi 
merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling 
cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauh adalah terjadinya 
perceraian. 
Dalam Islam, perceraian merupakan pilihan sehingga Allah swt 
memandangnya sebagai sesuatu yang dibenci meski halal. Perceraian membawa 
akibat tidak hanya terhadap kedua belah pihak, tetapi juga terhadap anak serta 
harta benda dalam perkawinan. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, harta 
benda dalam perkawinan dapat dikategorikan kepada dua macam, yaitu harta 
bersama dan harta bawaan yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974. Jika ikatan perkawinan tersebut terpaksa putus, maka harta bersama 
harus dibagi dua,antara suami dan isteri, termasuk utang piutang yang menjadi 
harta bersama atau pembebanan harta bersama atas utang suami atau isteri.  
Dari ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut 
dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan 
harta pribadi masing-masing suami dan isteri. Harta bersama jika dikaitkan 
dengan hukum Islam terdapat dalam pembahasan mengenai perkongsian dalam 
pandangan Islam dengan istilah syirkah. Adapun yang termasuk harta bersama 
adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil 
dari harta bersama.  
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Setelah proses perceraian terjadi, masih banyak hak dan kewajiban yang 
dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, tidak terkecuali tentang pembagian 
harta bersama. Dalam pembagian harta bersama tidak selamanya berjalan mulus. 
Terkadang pembagian harta bersama tidak dapat diselesaikan secara 
kekeluargaan, sehingga pembagian harta bersama dilakukan dengan proses 
peradilan atau litigasi. 
Perkembangan yang pesat dibidang ekonomi dan perdagangan membuat 
semakin bermacamnya harta yang diperoleh dalam kehidupan berumah tangga. 
Bermacam bentuk harta bersama juga disebutkan dalam pasal 91 Kompilasi 
Hukum Islam (KHI), yaitu dapat berupa harta berwujud maupun harta tidak 
berwujud, yang berupa surat-surat berharga, hak-hak maupun kewajiban 
(kredit/utang). 
Dalam sebuah perkawinan seringkali ditemukan adanya utang piutang 
pada pihak ketiga dan untuk pertanggungjawaban terhadap utang suami atau 
isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, begitupula dengan 
pertanggungjawaban utang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan 
keluarga dibebankan kepada harta bersama dan apabila harta bersama tidak 
mencukupi untuk bayarkan utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada 
harta suami dan jika harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan 
pada harta isteri (Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4)). 
Atas dasar tersebut di atas, penulis mengambil judul “Tanggungjawab 
Mantan Suami Terhadap Utang Isteri  (studi kasus perkara Nomor 608/Pdt. 
7 
 
G/2014/PA. Sgm),  tentang tanggungjawab mantan suami terhadap utang yang 
dibuat oleh isteri untuk kepentingan pribadi bersama orang lain. Dalam perkara 
ini hakim memutuskan utang yang dibuat oleh isteri ditanggung 1/2  oleh suami.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah 
adalah “bagaimanakah tanggungjawab mantan suami terhadap utang isteri?”. 
Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis 
merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas yaitu: 
1. Bagaimanakah ketentuan hukum Islam mengenai utang suami isteri ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa 
tanggungjawab mantan suami terhadap utang isteri ? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian  
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai 
pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan 
dengan judul skripsi yakni: Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap 
Utang Isteri. 
Tanggungjawab adalah beban yang sifatnya moral. Artinya, sejak 
lahirnya kewajiban (beban yang sifatnya kontraktual atau lahir dari 
perjanjian) sudah lahir pula tanggungjawab. Dalam skripsi ini kata 
tanggungjawab diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan mantan 
suami terhadap utang isteri. 
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Mantan suami dalam skripsi ini adalah seorang laki-laki yang pernah 
terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan (mantan isteri). 
Utang adalah sesuatu yang dipinjam dari orang lain dengan 
perjanjian akan dikembalikan atau dibayar sama sesuai dengan sesuatu itu.5 
Sesuatu yang dimaksud mempunyai makna luas, selain dapat berbentuk 
uang, juga bisa saja dalam bentuk barang. 
2. Deskripsi Fokus 
Penelitian ini dilaksanankan di Kantor Pengadilan Agama 
Sungguminasa melalui  wawancara langsung dengan hakim dan para pihak 
yang terkait menyangkut masalah penelitian yang akan diteliti serta 
mengambil data-data lainnya yang dianggap penting. 
D. Kajian Pustaka 
Untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap posisi penelitian ini, di 
antara karya-karya yang ada, berikut ini akan penulis ilustrasikan tentang 
penelitian-penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang 
diteliti yaitu sebagai berikut: 
Dalam skripsi yang disusun oleh Dodi Hartanto yang berjudul “Utang 
Suami Isteri Sebagai Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan”. 
Dalam skripsi ini, Dodi Hartanto membahas proses perceraian yang disebabkan 
                                                             
5Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 
h. 136. 
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utang suami isteri. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada 
pertanggungjawaban utang setelah terjadi perceraian.6 
Dalam skripsi lain yang disusun oleh Vega Yurisdiah, dengan mengambil 
judul “Proses Pembagian Harta Bersama Ketika Ada Utang Suami Isteri”. Disini 
hanya fokus terhadap proses pembagian harta bersama ketika ada utang.7 
Berdasarkan contoh dari beberapa literatur tersebut, penyusun mencoba 
mengangkat masalah tanggung jawab mantan suami terhadap utang isteri. 
Sehingga sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah dibahas oleh siapa 
pun dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai utang suami isteri. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa 
tanggungjawab mantan suami terhadap utang isteri. 
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum perdata. 
2. Dapat menjadi pelajaran terutama untuk mahasiswa hukum agar dapat 
mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap 
pembagian harta bersama yang menyangkut utang pribadi. 
                                                             
6Dodi Hartanto, “Utang Suami Isteri Sebagai Sebab Perceraian di Pengadilan Agama 
Balikpapan”(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009) 
7Vega Yurisdiah. “Proses Pembagian Harta Bersama Ketika Ada Utang Suami 
Isteri”(Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2010) 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Definisi perkawinan atau pernikahan dalam Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang 
pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai 
hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan 
bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga 
mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat 
hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, 
pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.8 
Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, tujuan 
perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya 
membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan 
                                                             
9Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 9. 
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anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan 
suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. 
Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan isteri dalam 
rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan 
tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-
pihak. 
Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya 
perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan 
sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu 
perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama 
yang diturunkan Tuhan kepada manusia.9 
Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan 
saja berati sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan 
sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dalam hukum 
adat mengatur kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik 
dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan 
manusia dengan sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar 
selamat di dunia dan akhirat. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah 
                                                             
9Abdulkadir Muhammad, Hukum Perkawinan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 75. 
12 
 
perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.10 
Sedangkan menurut hukum Agama, perkawinan adalah perbuatan 
yang suci antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan 
Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga berjalan dengan 
baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dilihat dari segi keagamaan, 
perkawinan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat 
hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga 
kerabatnya. Oleh karena itu, setiap Agama tidak membenarkan perkawinan 
yang berlangsung tidak seagama.11 
2. Dasar Hukum Perkawian 
Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang 
membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya 
tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan 
itu adalah boleh atau mubah. Namun dangan melihat sifatnya sebagai sunnah 
Allah dan sunnah Rasul, dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya 
semata mubah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad 
perkawinan dianjurkan oleh Agama dan dengan telah berlangsungnya akad 
perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah. 
                                                             
10Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawian Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), 
h.8. 
 
11Hilman Hadikusuma, h. 10.  
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Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt. 
dan juga Nabi Muhammad saw. Sebagimana firman Allah swt. dalam Q.S An-
Nur/24:32 
(#qßsÅ3R r&ur 4 yJ» tF{$# óOä3Z ÏB tûüÅsÎ=» ¢Á9$#ur ô` ÏB ö/ä. Ï$t6 Ïã öN à6Í¬!$tBÎ)ur 4 
bÎ) (#qçRqä3t uä !# ts) èù ãN Îg ÏYøóã ª! $# Ï`B ¾ Ï& Î#ôÒ sù 3 ª! $# ur ì Åºur ÒOÎ= tæ ÇÌËÈ     
 
Terjemahnya: 
“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayanya yang 
laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka 
miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan 
karunia-Nya”.12 
Dalam kompilasi hukum Islam, telah diatur tentang dasar perkawinan. 
Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut : 
Pasal 2 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang 
sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. 
Pasal 3 
Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga 
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 
  
                                                             
12 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.320. 
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Pasal 4 
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam 
sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan.13 
Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi 
rukun dan syarat. Yang dimaksud dengan syarat yaitu segala hal yang harus 
dipenuhi berdasarkan Undang-undang. Ada dua macam syarat perkawinan, 
yaitu syarat material dan formal. Syarat material yaitu syarat yang ada dan 
melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan (syarat 
subjektif). Sedangkan syarat formal yaitu tata cara atau prosedur 
melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama dan Undang-undang 
(syarat objektif).14 
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri 
Dalam perkawinan suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang 
harus seimbang agar terciptanya keluarga yang harmonis. Adapun hak dan 
kewajiban suami isteri yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1974 berbunyi : 
1. Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami 
dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. 
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
                                                             
13 Departemen Agama, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam 
Di Indonesia,( Jakarta :Pembinaan kelembagaan agama islam, 1997) h. 14  
14 Abdulkadir Muhammad, h.76. 
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3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. 
Pasal 33 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami isteri 
wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan 
lahir batin yang satu dengan yang lain. 
Selain kewajiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami pun 
ada yang merupakan kewajiban isteri. Hal ini diatur dalam pasal 34 Undang-
undang perkawinan yang secara umum dan rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 
dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Kewajiban suami terhadap isteri tidak berlaku apabila isteri nusyuz. Tolak 
ukur mengenai isteri yang nusyuz yaitu sang isteri membangkang terhadap 
suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami 
isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam, dan/atau isteri 
keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya .15 
Salah satu tanggungjawab suami terhadap isteri dan keluarganya yaitu 
memberi nafkah lahir dan batin (ketentraman dan keamanan) sesuai dengan 
kemampuannya. Sebagaimana fiman Allah swt dalam Q.S At-Thalaq/65:7: 
÷,ÏÿY ãÏ9 rè 7pyèy ` ÏiB ¾ ÏmÏFyèy ( t`Bur uÏè% Ïmø n= tã ¼ çmè%øÍ ÷, ÏÿYã ù=sù 
!$£JÏB çm9 s?# uä ª!$# 4 w ß# Ïk= s3ã ª! $# $²¡ øÿ tR wÎ) !$tB $yg8s?#uä 4 ã@ yèôfuy 
ª!$# y÷èt/ 9 ô£ã #Z ô£ç ÇÐÈ     
                                                             
15 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 51. 
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Terjemahnya : 
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah 
memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah 
tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan”.16 
Jika suami tidak mampu menafkahi isteri, maka gugurlah haknya untuk 
melakukan hubungan dengan isterinya, dengan alasan nafkah merupakan 
pertimbangan kesenangan hubungan suami isteri yang didasari oleh ketentuan 
bahwa isteri yang nusyuz tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Jika 
seorang perempuan ketika menikah mengetahui bahwa suaminya dalam 
kesulitan, atau semula dalam keadaan mampu kemudian karena sesuatu hal 
bangkrut, maka isteri tidak boleh menuntut fasakh. Namun, bila ia tidak 
mengetahui sebelumnya, isteri boleh mengajukan fasakh. Bila dihubungkan 
dengan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: 
a. Petanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada 
hartanya masing-masing. 
b. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan 
keluarga, dibebankan keada harta bersama. 
c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 
                                                             
16 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.946. 
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d. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta 
isteri. 
C. Putusnya Perkawinan 
Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tidak selalu damai-
damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam 
perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian 
adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan 
permasalahannya. 
Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan. Putusnya ikatan 
perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang 
perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang 
pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang 
bernama rumah tangga. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan 
suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat hukum, baik hukum 
kekeluargaan maupun hukum kebendaan. 
Begitu indah dan mulia tujuan perkawinan itu, akan tetapi ternyata untuk 
mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah segampang yang diucapkan, 
tidaklah semudah yang diangankan. Karena manakala setelah perkawinan itu 
dijalani, banyak onak dan duri menghalangi, kerikil dan karang terjal 
menghadang, ombak dan gelombang pasang menerjang, maka biduk yang 
bernama rumah tangga itu pun kerap tenggelam dan lahirnya karam. Maka ketika 
biduk perkawinan telah usai, dan penumpangnya bercerai berai, yang tersisa 
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tinggallah puing-puing permasalahan dan yang paling menderita akibat karamnya 
sebuah biduk perkawinan adalah anak.  
Bila suatu perkawinan putus, maka ada hukum yang berlaku sesudahnya, 
yaitu: 
1. Hubungan antara keduanya berlaku seperti antara dua orang asing. Putusnya 
perawinan mengembalikan status halal yang tadinya didapat melalui akad 
nikah menjadikan kembali pada status semula yaitu haram, tidak boleh 
berpandangan, bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami isteri yang 
sebutannya menjadi perbuatan zina. 
2. Adanya suatu keharusan suami memberi mut’ah kepada isteriyang 
diceraikannya sebagai suatu konpensasi. Namun dalam memberikan mut’ah 
ini dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Golongan Zahiriyah 
berpendapat bahwa mut’ah itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah 
dalam Q. S. Al-Baqarah:2:241. 
ÏM» s) ¯=sÜ ßJù= Ï9ur 7ì»tFtB Å$râ ÷ê yJø9$ Î/ ( $)ym  n?tã úüÉ) ­GßJø9$# ÇËÍÊÈ     
Terjemahnya: 
“Kepada isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian 
dalam bentuk mut’ah secara patut, merupakan hak atas orng yang 
bertaqwa”.17 
Golongan ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut’ah itu hukumnya 
sunnah, dengan alasan karena lafadz haqqan alal muttaqin itu tidak menunjuk 
                                                             
17 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 946. 
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wajib. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban memberi mut’ah itu berlaku 
tergantung pada keadaan tertentu. Dalam hal tertentu pun terjadi perbedaan 
pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya wajib untuk suami 
yang akan menceraikan isterinya sebelum digauli dan maharnya belum 
ditentukan sebelumnya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa mut’ah 
ituhanya wajib diberikan oleh suami yang menghendaki perceraian, seperti talak. 
1. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayar ketika sedang 
dalam ikatan perkawinan, berupa maskawin atau nafkah. 
2. Adanya iddah yang berlaku atas isteri yang diceraikan oleh suaminya, baik 
cerai hidup ataupun cerai akibat ditinggal mati oleh suaminya, sedang dalam 
keadaan mengandung (hamil) ataupun wajib menjalani masa iddah. 
3. Adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak. 
Perceraian dalam suatu perkawinan bagi sebagian pasangan suami isteri 
merupakan suatu malapetaka bagi keluarganya, termasuk anak-anaknya. Karena 
tidak ada pasangan yang melakukan perkawinan sejak semula mempunyai 
keinginan perceraian. Akan tetapi, bagi pasangan suami isteri yang dalam 
kehidupan rumah tangganya mengalami ketidak harmonisan, perceraian 
merupakan cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan atau 
setidaknya melepaskan diri dari penderitaan yang dialami dalam rumah tangga. 
Perceraian juga dapat menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan 
dalam perkawinan. Dalam suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban 
antara suami isteri dalam rumah tangga, demikian pula dengan putusnya ikatan 
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perkawinan juga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi mantan suami 
dan mantan isteri. Jika perkawinan yang sah akan berakibat timbulnya hubungan 
hukum suami dan isteri mengenai harta benda dalam perkawinan.18 
Dalam perceraian, masalah yang sering menjadi isi gugatan yang 
diajukan ke Pengadilan Agama yaitu masalah harta, baik harta bawaan maupun 
harta bersama. Dalam kitab-kitab fiqih tidak dikenal adanya pembauran harta 
suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan, suami dan isteri memiliki 
hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya 
itu kepada isterinya atas nama nafaqah, yang untuk selanjutnya digunakan isteri 
bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam 
bentuk syirkah, yang untuk itu dilakukan dala suatu akad khusus. Tanpa akad 
tersebut, harta suami isteri tetap terpisah. 
Berbagai pendapat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, 
mengenai status dan keberadaan harta bersama dalam perkawinan. Begitu juga 
dengan pengertian harta bersama yang dikemukakan oleh para pakar hukum. 
Harta bersama dalam khazanah fiqih Islam memang pada dasarnya tidak 
populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqih. Namun di 
Indonesia, harta sejenis ini memang dikenal dan ada hampir disemua daerah. Saat 
ini peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pemabagian sama yang 
                                                             
18 Muhammad Amin, Utang Piutang dalam Rumah Tangga dan Pembagiaanya, (Jakarta: 
Sinar Grafika, 2009), h. 48. 
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didapat oleh suami maupun isteri tanpa melihat apakah dan siapakah yang paling 
banyak menghasilkan income  selama berumah tangga. 
Harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin dalam 
bentuk syirkah antara suami isteri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah 
atau sesudahnya dan adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu 
berlangsungnya akad nikah.19 
Segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta 
warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Berbeda dengan harta yang 
diperoleh masing-masing suami isteri sebelum akad nikah, harta tersebut 
digolongkan ke dalam harta asal atau harta bawaan. Harta bawaan akan 
diwariskan oleh masing-masing keluarganya apabila pasangan suami isteri 
tersebut meninggal dan tidak punya anak. 
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sering juga terkait dengan 
pihak ketiga. Dapat dijelaskan dengan menggunakan konstruksi peristiwa hukum 
dalam hubungannya dengan pihak ketiga tersebut. Perceraian secara yuridis 
sudah sah sejak saat keputusan Pengadilan mengenai dikabulkannya gugatan 
perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, secara empiris, 
belum tentu penyelesaian harta benda perkawinan sudah dilaksanakan. Dalam 
hubungannya dengan pihak ketiga, yaitu piutang atau tagihan pihak ketiga 
kepada suami isteri yang putus perkawinannya karena perceraian. 
                                                             
19 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 
176. 
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Setelah percraian terjadi, piutang atau tagihan pihak ketiga yang 
perikatannya disepakati setelah perceraian terjadi, berarti setelah ikatan 
perkawinan putus, maka status masing-masing secara yuridis sudah menjadi 
bekas suami atau bekas isteri. Piutang atau tagihan tersebut di atas menjadi utang 
pribadi masing-masing bekas suami atau bekas isteri tersebut.  
D. Utang Piutang 
1. Pengertian Utang Piutang 
Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga 
dikenal istilah kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat 
dalam kontek pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang 
meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah 
memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan 
oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar 
secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam 
pemaknaannya di masyarakat.  
Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman 
dari pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di masyarakat. Sedangkan 
kredit secara umum lebih mengarah pada pemberian pinjaman dengan 
penambahan nilai dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah kredit 
lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan. 
Sedangkan dalam terminologi fiqh mu’amalah, utang piutang disebut 
dengan “dain”  (ﻦﯾد). Istilah “dain”  (ﻦﯾد) ini juga sangat terkait dengan istilah 
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“qard”  (ضﺮﻗ) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari 
sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “dain”  (ﻦﯾد) 
dan “qard” (ضﺮﻗ) dalam bahasa fiqh mu’amalah dengan istilah utang piutang 
dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas, maka 
dalam mengkaji masalah utang piutang, kredit, pinjaman, pembiayaan ataupun 
qard harus dijelaskan satu persatu agar jelas perbedaan dan persamaannya. 
Pertama, dalam terminologi fiqh mu’amalah, pinjaman yang 
mengakibatkan adanya utang disebut dengan “qard”  (ضﺮﻗ). Qard (ضﺮﻗ) 
dalam pengertian fiqh diartikan sebagai perbuatan memberikan hak milik 
untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang 
menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil 
manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu 
tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya 
kepada pihak pemberi pinjaman 
Kedua, dalam bahasa perbankan pemberian utang atau pembiayaan 
disebut dengan “kredit”. Kata “kredit” secara kebahasaan berasal dari kata 
credo yang dalam pengertian keagamaan berarti kepercayaan. Adapun 
pengertian kata credo yang terkait dengan masalah financial adalah 
memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan.20 
Utang dalam pengertian masyarakat berarti menerima pinjaman dari 
pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan 
                                                             
20 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam, ( Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 109 
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ketika transaksi. Secara umum, ketiga istilah di atas tidak mempunyai 
pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan istilah antara utang, kerdit, 
dan dain hanya perbedaan bahasa saja yang dalam pengertian umum 
masyarakat tidak berbeda. Sedangkan perbedaan antara pinjaman, 
pembiayaan, dan qard (ضﺮﻗ) juga demikian. 
Adanya perbedaan pengertian yang disampaikan oleh para pakar 
hukum, baik pakar hukum Islam, maupun para pakar perbankan di dunia dan 
Indonesia tidak menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan. Perbedaan yang 
terjadi biasanya hanya dalam redaksional pemberian definisi saja. Hal ini 
dapat dilihat dari beberapa pengertian qard yang disampaikan beberapa pakar 
hukum Islam (fuqaha’) sebagai berikut; 
a. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah memberikan definisi qard 
sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima 
dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai 
pinjaman pada saat mampu mengembalikannya.21 
b. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy 
mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang di 
mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari 
lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, 
kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang 
diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka “qard”  (ضﺮﻗ) 
                                                             
21 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, ( Jakarta Timur : Pena Publishing, 1994), hal. 144 
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memiliki dua pengertian yaitu; “i’arah”  (ةرﺎﻋا) yang mengandung arti 
tabarru’ (عﺮﺒﺗ) atau memberikan harta kepada orang dasar akan 
dikembalikan, dan pengertian mu’awadlah,  (ﺔﺿوﺎﻌﻣ) karena harga yang 
diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan 
dan dibayar gantinya.22 
2. Dasar Hukum Utang Piutang 
Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah 
dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong 
serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Sebagaimana Firman 
Allah dalam Q.S Al-Ma’idah/5:2: 
(#q çRur$yès?ur n? tã ÎhÉ9ø9$# 3uq ø)­G9$#ur ( wur (#q çRur$yè s? n? tã ÉO øO M}$# Èbºurôãèø9$#ur 4 (#q à)¨?$#ur 
©!$# ( ¨b Î) ©!$# ß Ïx© É>$s)Ïèø9$# ÇËÈ    
Terjemahnya : 
Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan 
takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. 
Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya.”23 
Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial 
yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, 
pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari 
niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat 
ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus 
                                                             
22 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, PengantarIlmu Fiqh, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 144 
23 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.156. 
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didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan 
oleh agama atau jika tidak tidak ada larangan dalam melakukannya. 
Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-
rambu agar berjalan sesuai prinsip syari’ah yaitu menghindari penipuan dan 
perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar 
setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini 
sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat /2:282: 
$yg r' ¯» t úïÏ%©!$# (# þqãZ tB# uä # sÎ) LäêZ t#ys? Aû øïyÎ/ # n<Î) 9@y_r&  wK|¡ B 
çnq ç7çFò2 $ sù 4 =çGõ3u ø9ur öN ä3uZ÷ ­/ 7=Ï?$2 ÉAôyèø9$ Î/ 4 w ur z>ù' t 
ë=Ï?%x. br& |=çFõ3t $yJ2 çmyJ¯= tã ª! $# 4 ó=çGò6u ù= sù … 
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar utang 
dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis 
diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya 
sebagaimana yang telah diajarkan Allah”.24 
Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, 
maka seseorang yang memberi pinjaman, menurut pakar hukum Islam, tidak 
dibolehkan mengambil keuntungan (profit). Yang menjadi pertanyaan 
selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi 
pinjaman? Tentang hal ini, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-
Hadid/57:11: 
                                                             
24 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.70. 
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Æ¨B # s Ï%©!$# ÞÚ Ìø) ã ©!$# $·Êö s% $YZ |¡ ym ¼ çmxÿ Ïè» Ò ãsù ¼ çms9 ÿ¼ ã& s!ur 
Ö ô_r& ÒOÌ x.     
Terjemahnya : 
“Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah akan 
melipat gandakan baginya dan di sisi-Nya pahala berlimpah dan lebih 
mulia”.25 
Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an sebagaimana di 
atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadiŝ Rasulullah yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut;  
ﺎﻣ نﻣ مﻠﺳﻣ ضرﻘﯾ ﺎﻣﻠﺳﻣ ﺎﺿرﻗ نﯾﺗرﻣ ﻻإ نﺎﻛ ﺎﮭﺗﻗدﺻﻛ ةرﻣ 
Artinya : 
“Barang siapa yang memberikan pinjaman pada seorang muslim dua kali 
maka tidak lain pahalanya kecuali seperti pemberian shadaqah satu kali”. 
Dalam sabda Rasulullah yang lain, Ibnu Majah juga meriwayatkan 
sebagai berikut; 
 ﺔﻧﺟﻟا بﺎﺑ ﻰﻠﻋ ﻰﺑ ىرﺳأ ﺔﻠﯾﻟ تﯾأر و ﺎﮭﻟﺎﺛﻣأ رﺷﻌﺑ ﺔﻗدﺻﻟا ﺎﺑوﺗﻛﻣ
 نﻣ لﺿﻓأ ضرﻘﻟا لﺎﺑ ﺎﻣ لﯾرﺑﺟ ﺎﯾ تﻠﻘﻓ رﺷﻋ ﺔﯾﻧﺎﻣﺛﺑ ضرﻘﻟا
 ﻻإ ضرﻘﺗﺳﯾ ﻻ ضرﻘﺗﺳﻣﻟا و هدﻧﻋ و لﺄﺳﯾ لﺋﺎﺳﻟا نﻷ لﺎﻗ ,ﺔﻗدﺻﻟا
ﺔﺟﺎﺣ نﻣ 
Artinya : 
“Saya melihat pada waktu di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis “Pahala 
shadaqah sepuluh kali lipat dan pahala pemberian utang delapan belas 
kali lipat” lalu saya bertanya pada Jibril “Wahai Jibril, mengapa pahala 
pemberian utang lebih besar?” Ia menjawab “Karena peminta-minta 
                                                             
25 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.902. 
28 
 
sesuatu meminta dari orang yang punya, sedangkan seseorang yang 
meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan sangat 
membutuhkan”.  
Di sisi lain, Allah memberikan aturan yang tegas dalam utang piutang 
yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (mu’amalah maliyah). 
Ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam Firman Allah 
Q.S An-Nisa’/4:29: 
$yg r' ¯» t úïÏ%©!$# (#q ãYtB# uä w (#þq è= à2ù's? N ä3s9º uq øBr& Mà6oY ÷t/ 
È@ ÏÜ»t6 ø9$ Î/ Hw Î) br& cqä3s? ¸ot» pgÏB ` tã <Ú#t s? öN ä3ZÏiB 4 wur (# þqè= çFø) s? 
öN ä3|¡àÿR r& 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öN ä3Î/ $VJÏmu     
Terjemahnya : 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta yang 
beredar diantaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. 
Jangan pula kamu saling membunuh. Allah sangat saya kepadamu 
semuanya.”26 
Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam 
bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 34), dibedakan 
menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang prive) dan utang persatuan (utang 
gemeenschap, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama). 
Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau 
isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-
tama adalah benda prive (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi 
                                                             
26 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, h.122. 
29 
 
atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. 
Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat 
disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang 
pertama-tama harus disita adalah benda gemeenschap (benda bersama) dan 
apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat 
hutang itu disita pula.27 
Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari 
harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang 
dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang 
dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami 
atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama 
diperlukan persetujuan pasangan. 
Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan 
tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta 
suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi 
pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat 
tidak adanya persetujuan). 
Utang pribadi merupakan utang yang dibuat oleh suami atau isteri 
untuk keperluan pribadinya yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada 
suami atau isteri yang membuat perikatan (perjanjian). Hal ini bisa terjadi 
karena masing-masing suami isteri cakap melakukan perbuatan hukum, lain 
                                                             
27 Prof. Subekti, S.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata, ( Jakarta : Intermasa, 2003), 34 
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halnya dengan utang bersama. Dimana utang bersama merupakan utang yang 
dibuat oleh suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan yang digunakan 
untuk keperluan rumah tangga itu menjadi utang bersama. Untuk melunasi 
utang bersama itu dibebankan kepada harta bersama, dan apabila harta 
bersama tidak cukup, maka dibebankan kepada harta suami atau harta isteri.
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode 
studi kasus. Penelitian ini menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan 
bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di 
lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang 
ada dengan menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan 
diihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.28 
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif 
adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 
suatu riset, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 
peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 
membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 
diteliti. 
Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau 
menganalisis tentang Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Isteri. 
Oleh sebab itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 
                                                             
28 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Grafika, 2009) h. 18. 
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gambaran yang utuh baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan 
tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman dibalik fenomena yang berhasil 
didapat oleh peneliti. 
2. Lokasi Penelitian 
Sesuai dengan judul penelitian, maka  penelitian ini dilakukan di 
Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 
1. Pendekatan Yuridis, 
Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan 
berdasarkan peraturan-peratuan yang berlaku yang memiliki korelasi 
dengan masalah yang akan diteliti. 
2. Pendekatan Syari’I  
yaitu pendekatan terhadap hukum islam yang ada hubungannya 
dengan masalah yang akan diteliti. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menunjang pembahasan ini diperlukan data yang cukup sebagai 
bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka 
digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 
  
33 
 
1. Wawancara 
Wawancara yaitu suatu cara penumpulan data dengan mengadakan 
tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan hakim, dan 
para pihak yang terkait.  
2. Studi Dokumen 
Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
mengamati, mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen serta arsip yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.29 
D. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitiiann ini yaitu data kualitatif. 
Data kualitatif merupakan data yang mengkategorikan data secara deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 
diamati. 
2. Sumber Data 
a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 
wawancara dengan hakim dan para pihak yang secara langsung terkait 
dengan masalah yang akan diteliti. 
b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang telah 
tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian. 
  
                                                             
29 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h.172. 
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E. Intrumen Penelitian 
Instrumen penelitian yaitu suatu alat pengumpul data. Adapun alat-alat 
yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 
1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam melakukan wawancara 
yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa 
daftar pertanyaan. 
2. Buku Catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan 
dengan sumber data. 
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika sedang melakukan wawancara dengan 
informan 
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Proses pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
metode  deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan sekunder 
lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, 
sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam 
mengolah data adalah sebagai berikut: identifikasi data yaitu melakukan 
proses klasifikasi terhadap data yang lansung diperoleh dari lapangan berupa 
data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data 
sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan 
mentah maka pengolahan data selanjutnya, dilakukan dengan metode editing, 
yaitu memeriksa dan menempatkan data tersebut kedalam kerangka 
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pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat 
dipertanggung jawabkan. 
2. Analisis Data 
Tehnik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan 
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih 
milihnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kembali.  
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Hutang Suami Isteri. 
Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Suami adalah kepala keluarga 
dan isteri ibu rumah tangga. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah 
tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh suami isteri bersama. 
Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. Hal ini telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 
yang merupakan spirit of the age (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal 
wajar untuk mewujudkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, serta 
pada masa kini telah membawa kesadaran moral untuk mewujudkan persamaan 
kedudukan suami isteri sebagai hasil perjuangan emansipasi yang telah berlarut-
larut. 
Dalam sebuah perkawinan seringkali ditemukan adanya utang piutang 
pada pihak ketiga dan untuk pertanggungjawaban terhadap utang suami atau 
isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, begitupula dengan 
pertanggungjawaban utang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan 
keluarga dibebankan kepada harta bersama dan apabila harta bersama tidak 
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mencukupi untuk bayarkan utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada 
harta suami dan jika harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan 
pada harta isteri (Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4)). 
Dari apa yang dikemukakan di atas mengenai pelaksanaan kekuasaan 
suami atau isteri selama masih dalam ikatan perkawinan ditinjau dari Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka suami atau 
isteri memiliki kekuasaan yang sama dan seimbang.  
Berdasarkan dengan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, 
mengadili dan memutuskan suatu perkara yang menyangkut dengan 
tanggungjawab terhadap utang akibat dari putusnya perkawinan. Maka dengan 
melihat tempat tinggal para pihak yang berperkara berada dalam wilayah hukum 
Pengadilan Agama Sungguminasa yang terdaftar dikepaniteraan dengan nomor 
perkara 608/Pdt. G/2014/PA.Sgm. Mengenai duduk perkara, fakta-fakta serta 
pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara 
tersebut, akan diuraikan sebagai berikut: 
1. Kasus Pososi  
Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2003 di 
Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/V/2003 
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, 
Kabupaten Gowa tanggal 25 Mei 2003. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 
membina rumah tangga di Kabupaten Gowa selama 11 tahun dan dikaruniai 4 
orang anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di 
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Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan Akta Cerai Nomor 
137/AC/2014/PA. SGM.  
Selama membina rumah tangga selama 11 tahun, Penggugat dan 
Tergugat telah memperoleh harta bersama antara lain sebagai berikut: 
a. Satu unit rumah beserta tanahnya di jalan Poros Pallanga Kelurahan 
Mangngalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dibeli pada tahun 
2005, dengan batasan-batasan sebagai berikut: 
- Sebelah Utara  : Rumah milik Pak Arsyad 
- Sebelah Timur  : Rumah kosong 
- Sebelah Selatan  : Jalan/lorong 
- Sebelah Barat  : Rumah milik Ismail Kadir 
b. Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dibeli pada tahun 2007. 
Bahwa rumah dan tanahnya serta motor telah dijual untuk 
membayar ganti rugi sewaktu Tergugat mengalami kecelakaan. 
Bahwa Tergugat adalah kepala teknisi tambang pada PT. GCO. 
Resource di Kendari yang berpenghasilan Rp. 25 juta perbulan. Selain itu, 
Tergugat juga memiliki tambang pasir yang beromset Rp. 60 Juta perbulan. 
Bahwa selama Tergugat bekerja di Kendari, Tergugat selalu 
mengirim uang Rp. 4,5 juta perbulan. 
Bahwa Penggugat sering berutang ke tetangga, dan uang tersebut 
dipakai untuk kepentingan pribadi bersama orang lain. 
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Bahwa menurut Tergugat, selama Tergugat bekerja di Kendari, 
Penggugat sering keluar malam bersama laki-laki lain. 
Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi 
perselisihan dan puncak perselisihan itu terjadi pada bulan September 2011, 
saat Tergugat mempertanyakan mengenai utang Penggugat kepada tetangga 
sebesar Rp. 40 juta. Penggugat malah marah dan mengatakan ambil saja 
semua anak-anakmu karena Penggugat mau pergi. Setelah itu, Penggugat 
pergi meninggalkan Tergugat menuju rumah orang tua Penggugat.  
Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membayar utang yang 
dibuat oleh Penggugat. Karena hasil dari penjualan rumah dan tanahnya serta 
sepeda motor, itu sepenuhnya digunakan oleh Tergugat 
2. Tentang hukumnya 
Dalam kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Sunggumnasa, 
hakim berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan 
bahwa, Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat, bahwa Penggugat 
berutang kepada tetangga selama masih dalam ikatan perkawinan, bahwa 
harta bersama yang dijual digunakan oleh Tergugat untuk ganti rugi saat 
kecelakaan.  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis 
hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan 
tidak diterima selebihnya. 
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Dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat harus ikut 
menanggung utang yang dibuat oleh Penggugat. Karena utang terjadi sewaktu 
masih dalam ikatan perkawinan. 
Mengenai utang bersama tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 93 
Kompilasi Hukum Islam bahwa utang bersama Penggugat dan Tergugat 
tersebut harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak berperkara atau 
dibebankan kepada harta bersama. 
3. Dasar Pertimbangan Hakim 
a. Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat 
serta bukti-bukti dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak dapat, 
membuktikan bahwa Penggugat sering keluar malam bersama laki-laki 
lain. Tanggungjawab suami terhadap isteri tidak berlaku apabila isteri 
nuzyus. Dalam kasus ini, Tergugat selain sebagai kepala teknisi proyek PT. 
GCO. Resource di Kendari yang gajinya Rp. 25 juta perbulan, Tergugat 
juga mempunyai tambang pasir yang omsetnya Rp. 60 juta perbulan. 
Sangat tidak wajar jika tiap bulan Tergugat hanya mengirim uang kepada 
Penggugat sebesar Rp. 4,5 juta, sementara Penggugat tinggal bersama 
keempat anaknya.  
b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat 
menyatakan dibawah sumpahnya bahwa uang hasil penjualan rumah  dan 
tanah serta sepeda motor yang dijual sepenuhnya digunakan oleh Tergugat 
untuk membayar ganti rugi sewaktu kecelakaan. Oleh karenanya, kesaksian 
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para saksi Penggugat tersebut dapat diterima, sehingga majelis hakim 
menyatakan bahwa uang hasil penjualan rumah dan tanah serta sepeda 
motor dipakai oleh Tergugat, padahal itu adalah harta bersama. 
c. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi 
tergugat tentang uang hasil penjualan rumah dan tanah serta sepeda motor 
digunakan sepenuhnya oleh Tergugat sewaktu kecelakaan, bahwa 
pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan dikuatkan dengan 
bukti- bukti sehingga rumah dan tanah serta sepeda motor tersebut telah 
terbukti kebenarannya sebagai harta bersama. 
Menurut Dr. Mukhtaruddin Bahrum, M. HI., salah seorang hakim di 
Pengadilan Agama Sungguminasa, menyatakan : 
“Khusus perkara begini berarti kasuistis pada saat isteri berutang dia juga 
mengatas namakan suaminya, sesuai dengan pertimbangan hakim 
terhadap putusan ini. Dalil-dalil sanggahan Tergugat tidak benar yang 
mengatakan bahwa seorang isteri yang sering keluar malam bersama laki-
laki lain tidak boleh mendapatkan pertanggungjawaban dari mantan 
suami, tapi menurut hukum tidak seperti itu karena Tergugat tidak dapat 
membuktikan dalil-dalilnya tersebut, yang bisa gugur itu hanya hak-
haknya sebagai seorang isteri kalau misalnya si isteri pergi meninggalkan 
suaminya tapi belum tentu kenyataannya seperti itu”.30 
Sekarang muncul pertanyaan apakah dengan perbuatan yang tercela 
dilakukan oleh isteri dapat menggugurkan hak-haknya seperti memperoleh harta? 
Yang gugur itu hanya nafkah, harta tidak ada kaitannya, yang gugur itu adalah 
hak-haknya sebagai seorang isteri misalnya meminta nafkah atau dibiayai yang 
namanya nafkah mut’ah, kalau harta bersama tidak karena terpisah. Suami 
                                                             
30Wawancara dengan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, M. HI pada tanggal 8 Oktober 2015. 
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mempunyai kewajiban kepada isteri untuk memberikan nafkah atau kebutuhan 
sehari-hari tetapi kalau suaminya dapat membuktikan semua dalil-dalil maka 
semuanya itu akan gugur. 
Dra. Hj. Murni Faried, MH., yang juga merupakan hakim Pengadilan 
Agama Sungguminasa, menyatakan : 
“Ketentuan Hukum Islam terlalu luas apabila ditinjau dari segi 
etimologis. Sesuai dengan peraturan sekarang yang berlaku di Indonesia, 
harta bersama berarti apa yang diperoleh suami isteri pada saat mulai 
akad nikah sampai putusnya perkawinan, dengan melihat Pasal 35 dan 36 
UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali ada perjanjian 
sebelum perkawinan. Sedangkan dalam penerapannya bisa kita lihat 
dengan kepastian hukum dan kemanfaatannya, dengan adanya aturan 
bahwa harta bersama dibagi 1/2 untuk suami dan 1/2 untuk isteri”.31 
Menurut Ir. Juanda Bin H. Lawa (Tergugat) : 
“Putusan Pengadilan ini sangat tidak adil. Seharusnya dalam memutus 
perkara hakim harus proaktif untuk memeriksa perkara tersebut, pada 
dasarnya saya tidak mengerti sama sekali tentang hukum. Pada saat 
gugatan ini saya terima, saya katakan kalau gugatan ini salah alamat 
karena utang yang dibuat itu selain tanpa sepengetahuan saya, utang itu 
pun digunakan untuk kepentingan pribadi. Seandainya utang untuk 
kepentingan keluarga atau anak-anak saya, maka saya pasti membayar 
utang itu.32  
Ir. Juanda Bin H. Lawa menambahkan : 
“Masalah rumah dan tanahnya serta sepeda motor yang dijual yang saya 
gunakan untuk ganti rugi saat kecelakaan, itukan bukan kehendak saya. 
Lagi pula saya kecelakaan sewaktu saya habis mengantar kakak ipar saya 
ke Bandara. Saya sangat menyayangkan karena utang yang dibuat untuk 
kepentingan sendiri ikut dibebankan kepada saya meskipun utang tersebut 
pada saat dia buat, saya tidak tahu menahu tentang utang tersebut. 
                                                             
31Wawancara dengan Dra. Hj. Murni Faried, MH pada tanggal 8 Oktober 2015. 
32Wawancara dengan Ir. Juanda Bin H. Lawa pada tanggal 12 Oktober 2015. 
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Sekarang saya harus membayar utang sebesar Rp. 20 juta, padahal saya 
juga harus membiayai keempat anak saya”.33 
B. Penerapan Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang 
Menyangkut Utang Pribadi. 
Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perselisihan 
antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu 
diajukan kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan diatas maka kasus 
dengan nomor 608/Pdt.G/2104/PA.Sgm. ini bisa terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Sungguminasa karena kasus yang disengketakan merupakan 
harta kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama yang menjadi alasan 
pertanggungjawaban tentang utang pribadi. 
Dalam Pasal 1 huruf f KHI yang berbunyi : harta kekayaan dalam 
perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau 
bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan 
selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama 
siapapun. Harta yang diperoleh selama mulai dari akad nikah itu semua sudah 
merupakan harta bersama, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku di Indonesia. Pada pasal 93 KHI juga menyebutkan bahwa 
pertanggungjawaban utang terhadap utang suami isteri dibebankan pada hartanya 
masing-masing, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak 
                                                             
33Wawancara dengan Ir. Juanda Bin H. Lawa pada tanggal 12 Oktober 2015. 
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mencukupi dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau tidak 
mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Untuk itu pada perkara Nomor 
608/Pdt.G/2014/PA.Sgm. ini terkait dengan pasal tersebut diatas karena harta 
bersama tetap dibagi 1/2 : 1/2 untuk mantan suami isteri dan utang yang dibuat 
oleh mantan isteri untuk kepentingan sendiri tetap dibebankan kepada mantan 
suami meskipun utang yang dibuat tersebut untuk kepentingan sendiri. 
Zulfikar, MH., hakim Pengadilan Agama Takalar, menyatakan : 
“pada  saat  utang  itu  dibuat  oleh  isteri,  suami  diatas  namakan  juga.  Jadi  
pada saat isteri lari maka si suami yang dikejar-kejar untuk bayarkan 
utang-utang isterinya. Pada dasarnya dan sesuai dengan aturan bahwa 
meskipun utang yang dibuat isteri tanpa sepengetahuan suami tetap harus 
dibebankan kepada suami karena merupakan utang bersama yang terjadi 
pada saat masih status suami isteri. Kita harus benar-benar melihat 
pertimbangan hukumnya karena itu merupakan keadilan”.34 
Dra. Hj. Murni Faried, MH. juga menambahkan bahwa : 
“dalam penerapannya bisa kita lihat dengan kepastian hukum dan 
kemanfaatannya, dengan adanya aturan bahwa harta bersama dibagi 1/2: 
1/2 untuk suami dan isteri tetapi ada hal-hal khusus kadang aturan itu 
tidak berlaku tergantung dari situasionalnya juga, sama halnya dengan 
utang, apabila utang tersebut dibuat pada masa masih status suami isteri 
maka utang tersebut adalah utang bersama yang harus ditanggung 
bersama juga meskipun utang itu dibuat oleh isteri tanpa diketahui 
suami”.35 
Dr. Anshori Ilyas, SH., MH., dosen hukum keperdataan Universitas 
Hasanuddin, berbeda dengan pendapat yang sebelumnya. Beliau menyatakan : 
“apabila  isteri berutang maka harus sepengetahuan suami karena ini 
merupakan harta kekayaan maka dalam harta kekayaan ini ada yang 
dikatakan dengan harta bersama, harta bawaan dan harta pribadi. Dalam 
                                                             
34Wawancara dengan Zulfikar, MH pada tanggal 15 Oktober 2015.  
35Wawancara dengan Dra. Hj. Murni Faried, MH pada tanggal 16 Oktober 2015.  
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kenyataan ini ada yang dinamakan Balireso yang artinya suami bekerja 
diluar dan isteri menjaga rumah dan mengurus semua urusan rumah 
tangga maka hasil dari suami itu merupakan hasil dari isteri juga. Dalam 
hal yang seperti ini ada yang dinamakan harta gono gini atau harta 
bersama, jadi kalau bercerai maka harus dibagi sama-sama juga. Dan 
kalau masalah utang yang penting suami ketahui bahwa isterinya 
berutang dan kalau utang itu untuk kepentingan keluarga suami akan ikut 
bertanggungjawab atas utang tersebut”.36 
Beliau juga menambahkan : 
“kalau isteri berutang dan diketahui oleh suami maka suaminya harus ikut 
bertanggungjawab terhadap utang yang dibuat isteri. Ini merupakan hal 
yang sangat kasuistis, pada saat isteri berutang suami sama sekali tidak 
mengetahuinya padahal pada dasarnya apabila sudah ada hubungan 
hukum maka seharusnya apa yang dilakukan oleh sang isteri atau suami 
maka harus dketahui satu sama lain. Seharusnya dalam Pengadilan hakim 
harus betul-betul jeli apakah harta yang dituntut tersebut masih ada atau 
sudah terjual untuk bayarkan utang-utangnya sendiri. Intinya dalam kasus 
ini suami tidak mengetahui utang tersebut maka suami bisa lepas 
tanggungjawab untuk bayarkan utang tersebut”.37 
Tujuan hidup kita didunia dan akhirat ingin tenteram dan sejahtera bukan 
untuk dikejar-kejar karena utang, menjadi seorang manusia jangan cuma ingin 
haknya tapi tidak pernah memperhatikan kewajibannya. Jadi jalan keluarnya 
ambillah resiko yang paling ringan. Resiko yang paling ringan itu artinya kalau 
ada utang maka kita harus membayarkan tetapi kalau tidak ada maka akan 
menimbulkan bahaya jiwa. Kalau isteri mempunyai utang dan mampu 
membayarnya maka tidak mesti suami membayarkan. Jadi apapun yang 
dilakukan oleh isteri harus diketahui oleh suami dan apabila seorang isteri sudah 
mencoreng nama baik keluarga maka suami bisa menceraikannya. Suatu 
                                                             
36Wawancara dengan Dr. Anshori Ilyas, SH. MH pada tanggal 16 Oktober 2015.  
37Wawancara dengan Dr. Anshori Ilyas, SH. MH pada tanggal 16 Oktober 2015. 
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keutuhan rumah tangga akan dipertaruhkan apabila suami atau isteri sudah tidak 
ada lagi kecocokan. 
Menurut penulis, putusan dengan Nomor Perkara 
608/Pdt.G/2014/PA.Sgm. hakim hanya melihat dari kemampuan suami sebagai 
kepala teknisi proyek PT. GCO. Resource dan pemilik tambang pasir. Padahal 
selama terikat hubungan perkawinan, Tergugat selalu mengirim uang sebesar Rp. 
4,5 juta.  
Selain itu perlu ditekankan bahwa jika merujuk pada ketentuan hukum 
Islam, maka hukum pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk 
kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Tetapi dalam perkara di 
Pengadilan Agama Sungguminasa, ini penulis kurang sependapat dengan 
pertimbangan hukum tentang pertanggungjawaban utang yang dibuat oleh si 
isteri dan dipakai untuk kepentingan pribadi masih harus tetap dibebankan 
kepada suami. Karena setidaknya kalau suami isteri ingin melakukan sesuatu 
termasuk berutang kepada pihak ketiga, maka harus saling diketahui satu sama 
lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Pertanggungjawaban utang bersama yang dibuat untuk kepentingan pribadi 
yang dibuat pada saat masih status suami isteri harus ditanggung bersama 
juga, namun pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut hanyalah 
sebagai dasar secara umum. Pertanggungjawaban utang yang dibuat untuk 
kepentingan keluarga seringkali dibenturkan dalam kasus-kasus tertentu, 
dengan melihat kenyataan bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama 
Sungguminasa ini dimana sang isteri berutang untuk kepentingan pribadi 
bersama orang lain. Mengenai hal tersebut dimungkinkan untuk 
pertanggungjawaban utang dengan porsi yang berbeda berdasarkan posisi 
kasusnya. 
2. Didalam penerapan hukumnya kita dapat melihat kepastian dan kemanfaatan 
hukumnya, dengan aturan yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi 
masing-masing ½ untuk suami dan isteri begitu juga utang yang ada pada 
saat masih dalam status suami isteri maka ditanggung bersama juga 
meskipun utang yang dibuat tersebut bukan untuk kepentingan keluarga. 
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B. SARAN 
Berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan 
bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dibuat untuk kepentingan 
keluarga dibebankan kepada harta bersama, sebaiknya para hakim dalam 
memutus perkara yang seperi ini harus betul-betul teliti memeriksa dan memutus 
dengan seadil-adilnya karena pihak suami merasa dirugikan dimana isteri pergi 
meninggalkan suami dan meninggalkan utang yang banyak dan suami harus 
menanggung semua itu. Tetapi hakim menetapkan harta bersama yang sudah 
dijual dibagi dua lagi sementara uang hasil jual tersebut sudah dipakai untuk 
membayarkan ganti rugi sewaktu suami kecelakaan. Sebaiknya hakim harus 
memberikan pertimbangan hukum yang memadai sehingga dapat memenuhi rasa 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian. 
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